BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tanggal 31 Desember 2013 dan
2012, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 yang memuat opini Wajar
Dengan Pengecualian dengan Nomor 20.2/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12
Juni 2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Nomor 20.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tersebut di atas, BPK mempertimbangkan
sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk menentukan
prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian

intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang ditemukan BPK adalah

sebagai berikut.

|. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Belum Tertib;

2 Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Belum Tertib,

3. Piutang Tidak Lancar Lainnya atas Dana Pemberdayaan Tidak Didukung Dengan
Dokumen Yang Memadai dan Belum Disajikan Secara Net Realizabe Value (NRV);
dan

4, Terdapat Aset-Aset Yang Hilang Yang Tidak Bisa Ditelusuri Keberadaanya Namun
Masih Dicatat dan Belum Dihapusbukukan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati

Sumba Barat antara lain agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan agar menginstruksikan
Bendahara Barang untuk melakukan stock opname atas seluruh barang persediaan
yang dimiliki secara periodik dan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran
barang persediaan;

b. Memerintahkan kepada Para Kepala SKPD untuk menatausahakan dan melaporkan
barang inventaris secara cermal, melakukan inventarisasi secara periodik, serta
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selanjutnya atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaanya, dan hilang untuk
diproses sesuai ketentuan;

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan penelusuran data
dan keberadaan Piutang Pemberdayaan tersebut, dan selanjutnya memproses lebih
lanjut hasil penelusuran sesuai ketentuan; dan

d. Memerintahkan para kepala - SKPD dan Bendahara Barang untuk melakukan
inventarisasi dan penelusuran Aset Lain-Lain dan selanjutnya memproses lebih lanjut
hasil penelusuran sesuai ketentuan sehingga dapat disajikan nilai secara wajar.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 12 Juni 2014
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK II}{DONESIA
ilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
ung Jawab Pemeriksaan,
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